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Abstract

The supreme court issued the principle of law numdb& 2016 on prohibition of judicial
decision for a review of pre judicial. Weighingtbé award the constitutional court 21/PUU-
XI1/2014 IS the result a review article 77 KUHARIjcial, and the constitutional court number
65/PUU-IX/2011 is the result the state judiciaréview the rate of article 83 verse 2 KUHAP.
In shortcut number 4 years 2016 explained that paraevidence ‘, beginning enough evidence
Is a minimum of two evidence any, as well as “tngpgct”, “the seizure”, and “shake down”.
Are including amongst the as an object pre judickd in the law and that there is no legal
remedy again. Intended legal remedy was “for a@ewvof the ban to the award pre judicial”.
After shortcuts number 4 years 2016 former has beelonger legal remedy to a preliminary
injuction, and now this pre judicial decisions rigdinal.

Keywords: The determination of the suspect, Legal RenteayJudicial.

Abstrak

Mahkamah Agung mengeluarkan kaidah hukum yang diastalam PERMA Nomor 4 Tahun

2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali PutusapePadilan. Menimbang dari Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014 adalakihadicial reviewPasal 77 KUHAP,

serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUQX12 adalah hasijudicial review

Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dalam PERMA Nomor 4 TaBQh6 dijelaskan bahwa frasa “bukti
permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “buktngacukup” adalah minimal dua alat bukti,
serta “penetapan tersangka, penyitaan dan pengdped juga termasuk sebagai obyek
Praperadilan. Begitu juga dengan upaya hukumnyay éidak ada upaya hukum lagi.
Dimaksudkan upaya hukum tersebut adalah “Larangamnfauan kembali pada Putusan
Praperadilan”. Setelah PERMA Nomor 4 Tahun 201@&mlibk, sudah tidak ada lagi upaya

hukum untuk Putusan Praperadilan, maka sekarapginsan Praperadilan benar-benar final.

Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Upaya Hukum, Praperadilan.
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PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap warga negara mempunyai drad sama di hadapan hukum.
Peradilan dalam hukum acara di Indonesia merupakatu aturan, karena dalam proses
peradilan pidana di Indonesia terdiri dari satuakiesn yang sudah pada jalurnya. Dalam proses
peradilan pidana di Indonesia dimulai dari tindak@nyelidikan, penyidikan, penuntutan
sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Kepoligi@mpunyai kewenangan melakukan
tindakan penyelidikan sampai penyidikan, semerkajaksaan memiliki kewenangan untuk
melakukan penuntutan, juga Hakim yang mempunyai ekanwgan mengadili dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan. Kewenangan yemnigjkil oleh Hakim, Kejaksaan, seperti
halnya Kepolisian meskipun berbeda, tetapi padasjmiya merupakan satu kesatuan yang
sudah pada jalurnya sebagaimana diatur dalam hakana.

Menurut Kadri Husin, berdasarkan ketentuan hukungyzelaku bagi tersangka atau
terdakwa dalam proses peradilan pidana, hak asdsidapnya tetap dijamin oleh hukdm.
Maksud dari ketentuan yang mengatur didasarkan gaata asas praduga tak bersalah. Secara
jelas bahwa asas dalam Pasal 8 ayat (1) UndangAgndamor 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman bahwa “setiap orang yang diaanlifangkap, ditahan, dituntut, atau
dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggapktidersalah sebelum adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan teatperoleh kekuatan hukum tetap”. Pada
status tersangka dapat menghalangi yang dapahig&rgan untuk tetap memegang kenyataan
yang tidak sesuai kebenaran tersebut. Bukti peanufzatut diduga sebagai pelaku tindak
pidana untuk mentukan seseorang menjadi tersanbkiak mudah sekali ini mencari
penjelasan akan apa yang dimaksud bukti permulaag gukup merupakan alat bukti untuk
menduga adanya suatu tindak pidana dengan mers@araminimal ada pelapor pada
kepolisian dengan lagi ditambah alat bukti yangupugebagaimana di atur dalam KUHAP.

Menurut Hartono, Pasal 1 angka 2 KUHAP menjeladkaitang Penyidikan, yang
berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakamyidé& dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari smagumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi glama menemukan tersangkanyaNamun
demikian, Penyidik yang berwenang menetapkan tgksarsehingga mekanisme Praperadilan

dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol yang jethadap penyalahgunaan wewenang

1Kadri Husin, & Budi Rizki HusinSistem Peradilan Pidana Di Indonesi@inar Grafika, Jakarta 2016,
Hal 154.

°Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pkada Hukum ProgresifSinar
Grafika, Jakarta 2010, Hal 32.
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yang ada terutama terkait dengan kewenangan melakugaya paksa. Praperadian menjadi
hal yang menarik untuk dipelajari oleh masyarakadgpumumnya, terutama para akademisi
hukum di Indonesia. Hal ini tak terlepas dari adamperkembangan hukum yang terjadi
khususnya praperadilan, dalam beberapa putusaragiéagtermasuk pengujian sah tidaknya
penetapan tersangka sebagai objek praperadilaniniHakembuat perhatian yang beragam dari
berbagai pihak, pada akhirnya banyak yang mulaiakuddan pengujian dengan alasannya
bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan daldmanmh acara pidana yang semakin
melindungi hak asasi manusia.

Menurut Jur Andi Hamzah istilah yang dipergunakésh dUHAP “praperadilan”
atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengabelum pemeriksaan di sidang
pengadilarf. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia prajlaratierfungsi sebagai sarana
pengawasan terhadap tindakan Kepolisian dalamdmjigikan maupun Kejaksaan dalam hal
penuntutan. Pada kenyataan tidak bisa dipungkmveaoknum penegak hukum juga manusia,
tidak selalu benar juga bisa melakukan kesalahdandanenetapkan seseorang menjadi
tersangka maupun terdakwa. Makna kedudukan hukuta peoses Praperadilan, memiliki
pengaruh besar dalam putusannya. Maka fungsi wewegang diberikan KUHAP pada
pelaksanaannya harus dijalankan dengan baik. Bodaga untuk kepentingan Penyidik saja,
namun harus diperhatikan pula hak dari terdakwia. ®#belumnya Pengadilan Negeri sekedar
memutus perkara pidana sebagai tujuan tugas utamaBa saat ini diberi tugas untuk
memeriksa sah tidaknya penahanan, penyitaan, petigh@enyidikan yang sudah dilakukan
oleh Penyidik juga Penuntut Umum.

Dalam upaya hukum harus dilakukan secara demokiatiean sepeerti jaman orde
baru yang hanya digunakan oleh kekuasaan otodfer Sebagai bentuk reformasi hukum
sekaligus sarana hukum pidana serta menghormaitas$esdi manusia, dalam rangka penaatan
kembali hukum pidana harus ditinjau juga dalam @sosukum acaranya, khususnya pada
Praperadilan yang melalui upaya hukum Banding tlanggninjauan Kembali kejelasan
finalnya harus ditetapkan pada putusan Mahkamahsti€osi. Sehingga berdasarkan
permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, fokoggl@san dalam Jurnal ini adalah
terhadap akibat hukum terhadap obyek praperaditmtgp Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XII/2014 dan upaya hukum terhadap anuPraperadilan pasca Peraturan

3 Jur Andi HamzahHukum Acara Pidana Indonesi&inar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 187.,
3



Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

1. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akhgtum terhadap obyek praperadilan
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU2B1IIA dan upaya hukum terhadap
Putusan Praperadilan pasca Peraturan Mahkamah Agpmgr 4 Tahun 2016.

2. Manfaat Pendlitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagiggerangan ilmu hukum, dan
secara praktis, diharapkan dijadikan pedoman bagidfintah, aparat Penegak Hukum serta
warga masyarakat terhadap isu hukum yang dibahlas ykibat hukum terhadap obyek
praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi N@t/i®UU-X11/2014 dan upaya hukum
terhadap Putusan Praperadilan pasca Peraturan Mahk&gung Nomor 4 Tahun 2016.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatdngan menggunakan metode
penelitian hukum yang bertujuan mencari pemecabarhukum yang dibahas didalamnya.
Hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi gaeai apa yang seyogyanya atas isu
hukum yang diajukan. Pendekatan yang digunakaraladatndekatan perundang-undangan
(statute approach pendekatan konseptuatoficeptual approagh dengan metode analisis
bahan hukum dilakukan dengan metode inventarisaskdtegorisasi. Bahan hukum sekunder
dikumpulkan dengan sistim kartu catataar@l sisterjy baik dengan kartu ikhtisiar (memuat
ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garig lobesapokok gagasan yang memuat pendapat
asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk mebhusatan pokok permasalahan); serta kartu

ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis)

PEMBAHASAN

1. Obyek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014
Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/20héngabulkan permohonan

Praperadilan pada kasus Bachtiar Abdul Fatah sgokanyawan dari PT Cevron Pacific

Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ialam pertimbangannya menyatakan

bahwa adanya penambahan Obyek Praperadilan selaagadiatur dalam Pasal 77 KUHAP

4Peter Mahmud MarzukRenelitian HukumKencana Prenada Media Groupkarta, 20058Hal. 113
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yakni penetapan tersangka, penggeledahan, dantgmmysebagai Obyek Praperadilan.
Dimana sebelumnya Obyek praperadilan dalam Pas@UHAP ditentukan bahwa Pengadilan
Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, isé&ti@ntuan yang diatur dalam
perundang-undangan tentang sah atau tidaknya peq@arg penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganiglken dan/atau rehabilitasi bagi seorang
yang perkara pidananya dihentikan pada tingkatidéeayn atau penuntutan. Dengan kata lain
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, slikleannya penetapan tersangka masuk
dalam obyek praperadilan ditambah lagi tindakanggeledahan dan penyitaan juga masuk
dalam obyek praperadilan yang sebelumnya hanyalaepada penangkapan, penahanan, serta
sah tidaknya penghentian penuntutan.

KUHAP memberikan hak untuk melakukan penangkapasamgka dalam hal
tertangkap tangan, dan KUHAP juga memberikan kéaaji kepada setiap orang yang
mempunyai wewenang dalam tugas untuk memeliharajagee dan menegakkan ketertiban
umum, ketentraman umum dan keamanan umum. Malkapsetrga negara serta masyarakat
berhak mempunyai hak untuk melakukan penangkapdradap tersangka pelaku tindak
pidana untuk selanjutnya segera diserahkan kepadgeldik atau Penyidik yang terdekat
disertai atau tanpa barang bukti. Jika tertangleqgean tidak ada barang buktinya dengan
sendirinya penyerahan tersangka tersebut tanpanddoakti, dan apabila pada waktu
tertangkap tangan tersebut diketemukan barang bunkka penyerahan tersangka kepada
Penyidik secara sekaligus disertai dengan penyeréhaang bukti. Mengenai frasa bukti
permulaan yang cukup atau bukti cukup itu merupakeasal yang abu-abu dalam Pasal 1 angka
14, Pasal 17, dan Pasal 21 KUHAP, semakin jelasi diperjelas Mahkamah Konstitusi bahwa
yang dimaksud dengan bukti yang cukup adalah barkias pada minimal dua alat bukti yang
terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangasi sk&terangan ahli, surat, petunjuk dan
keterangan terdakwa.

Kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagandgieasada pada Penyidik,
sedangkan ukuran yang digunakan untuk dapat me@etaprsangka menurut hukum acara
pidana adalah berdasarkan bukti permulaan patugdidebagai pelaku tindak pidana seperti
yang sudah dijelaskan di atas. Meskipun asas psadaig bersalah, menentukan bahwa
seseorang harus dianggap tidak bersalah, menenbaitama seseorang harus dianggap tidak
bersalah sampai ada putusan pengadilan, inilah gasdput yang telah berkekuatan hukum,
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yang menyatakan kesalahan seseorang itu, sehinggatgpan status tersangka kepada
seseorang tersebut harus dibaca dalam asas prdaisgenping itu, berdasarkan penahanan
proses peradilan pidana hak tersangka atau terddé&pat dibagi hak yang berkaitan di dalam
proses pra-ajudikasi (proses penyelidikan dan piémmn), hak yang berkaitan dalam proses
ajudikasi (proses penuntutan dan pemeriksaan didagrgan), hak yang berkaitan dengan
proses pasca ajudikasi (proses setelah dijatuhiurhak tetapi belum mempunyai kekuatan
hukum yang pasti. Dalam ketentuan sebagaimanardiatam KUHAP, menjelaskan bahwa
yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiapkard®enyidik untuk mencari bukti-bukti
yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan dgadesbuatan pidana atau perbuatan
yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-beshain terjadi.

KUHAP menentukan bahwa hakim ketua sidang karernmatganya atau atas
permintaan Penuntut Umum atau terdakwa dapat mepaigitah agar ketika saksi memberi
kesaksian palsu, maka akan ditahan selanjutnyadikarut perkara dengan dakwaan sumpah
palsu. Meski tidak secara menyeluruh menyebutkamang kewenangan menetapkan
tersangka, tetapi dari kalimat-kalimat dalam pasedal tersebut menunjukkan bahwa yang
dimaksud adalah adanya kewenangan dari hakim yamgpara majelis untuk menetapkan
seseorang menjadi tersangka dengan dugaan tindakgpsumpah palsu. Penegakan hukum
harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan desgjeama makna dari tindak pidana
yang sesungguhnya, dengan tolok ukur tentang pembuatau peristiva pidana itu
bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup yang ddamasyarakat setempat, misalnya
perbuatan itu pada penalaran diluar kesepakatain teéncederai kepentingan pihak lain, dan
apa ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan pggistiva tersebut. Memberikan hak kepada
tersangka untuk mengajukan rehabilitasi kepadaepagiilan atas alasan sebagai penangkapan
atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan wunttdantg kekeliruan mengenai orang atau
badan hukum yang diterapkan yang perkaranya tidektudkan ke pengadilan. KUHAP
mengatur tentang wewenang penyidikan diberikan rag¢pe/a kepada Penyidik, maka
pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukummams diadakan ketentuan-ketentuan
dalam undang-undang. Pengawasan diperlukan padsesprersebut, karena tanpa suatu
pengawasan yang tegas tidak mungkin hak asasi maakan ditindas oleh kekuasaan. Saat
ini ini tidak terhindarkan, pihak polisi yang baky@rsangkut dalam Praperadilan, maka dari
itu diadakan Praperadilan demi menemukan keadaéanmdhukum. Wewenang Penyidik harus
dilandasi oleh norma-norma hukum serta tata cdekg@naannya harus sesuai KUHAP.

Kedudukan praperadilan pada Pasal 78 ayat (1) KUk#detapkan Praperadilan

sebagai pelaksana wewenang pengadilan untuk mesaeditn memutus tentang sah atau
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tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentrmtpén serta ganti rugi rehabilitasi.
Dalam ini hakim Praperadilan memutuskan penagkajaanpenahanan oleh Penyidik adalah
tidak sah. Yang demikian inilah, dapat dikatakamieakedudukan Praperadilan adalah sebagai
suatu pengadilan umum dengan wewenang khusus ya&mpunyai proses beracara yang
berbeda dalam proses pidana. Kedudukan lembaga&rBdidpn dalam hubungan ini dapat
disamakan dengan kedudukan hakim Pengadilan Ngayegi juga ditetapkan oleh Pengadilan
Negeri, juga mempunyai wewenang khusus dan terlyatas mengadili perkara tindak pidan
biasa, serta memepunyai acara yang tidak sesuanalarman acara pidana umum. Putusan
Praperadilan adalah bersifat final dan mengikaglfberati sudah tidak dapat diajukan upaya
hukum lagi seperti upaya hukum banding, kecualamahal yang menetapkan penghentian
penyidikan adalah tidak sah. Kedudukan hakim Peajan dalam KUHAP pada hakikatnya
adalah kedudukan hakim yang mengadili perkara pitheasa, dalam arti keseluruhannya harus
tunduk serta menerapkan ketentuan-ketentuan KUHdhdmemeriksa dan memutus perkara
dalam sidang Praperadilan.

Para pihak yang berhak mengajukan Praperadilan mietWHAP, adalah yang
berhak mengajukan permohonan Praperadilan berhahudgngan jenis pemeriksaan yang
ingin diminta kepada Praperadilan tersebut. Derdgmikian maka para pihak yang berhak
mengajukan permohonan Praperadilan dikelompokanrunesdasan yang menjadi dasar
diajukannya permintaan pemeriksaan Praperadilaaligak dikaitkan dengan pihak yang
berhak mengajukan permintaan. Tersangka, keluaagamgu kuasanya yang diberi kuasa oleh
tersangka maka berhak mengajukan permintaan pesaarikientang sah atau tidaknya suatu
penangkapan atau penahanan. Penuntut Umum yanegpketihngan pada Pasal 80 KUHAP
memberikan hak kepada Penuntut Umum serta pihailgaketang berkepentingan untuk
mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan mengamaiatau tidaknya penghentian
penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Sebagaendiatur pada Pasal 1 angka 6 huruf b
KUHAP bahwa yang dimaksud dengan Penuntut Umumahdaksa yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan agdaksanakan penetapan hakim.

Dalam KUHAP telah diatur dengan jalan memberikak kepada pihak ketiga yang
berkepentingan untuk mengajukan permintaan penaaksah atau tidaknya penghentian
penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Demlganikian, jika sekiranya Penyidik
tidak menanggapi penghentian penuntutan yang d&akoleh Penuntut Umum. Maka pihak

7
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ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pexamnnpemeriksaan sah atau tidaknya
penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penudtotm kepada Praperadilan. Pada
pengajuan tuntutan ganti kerugian kepada Praparagiéng perkaranya tidak diajukan ke
Pengadilan. Tersangka atau pihak yang berkepentingi@asarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2)
KUHAP, tersangka atau pihak ketiga yang berkepgatinjuga dapat mengajukan tuntutan
ranti kerugian dan rehabilitasi karena sahnya pemiign penuntutan yang dilakukan oleh
Penuntut Umum. Jika praperadilan meemutuskan bakewghentian penuntutan itu sah, maka
hal tersebut menjadi dasar bagi tersangka atauk pkietiga yang berkepentingan unuk
mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehahilkepada praperadilan. Tentang tersangka
pada Pasal 97 ayat (3) KUHAP memberikan hak kepadsangka untuk mengajukan
rehabilitasi kepada praperadilan atas alasan sepagangkapan atau penahanan tanpa alasan
yang berdasarkan undang-undang jika terjadi kesalatengenai seseorang yang ditetapkan
perkara tersebut tidak diteruskan ke pengadilan.

Mahkamah Agung Rl menetapkan Peraturan Mahkamahg\jomor 4 Tahun 2016
tentang larangan peninjauan kembali putusan PrditearaSetelah lahir PERMA ini dibentuk
untuk mengakhiri polemik boleh atau tidaknya putupsaperadilan diajukan upaya hukum
polemik boleh atau tidaknya putusan praperadilajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
ketika terdapat penyelundupan hukum. Pada PERMA4Nahun 2016 mengatur tentang
larangan peninjauan kembali (PK) atas putusan padpan, juga mengatur obyek perkara
yang dapat diajukan praperadilan, khususnya pastesgn Mahkamah Konstitusi Nomor
21/PUU-XI1/2014. Mahkamah Agung telah menjawab dagti jelasan masyarakat tentang sah
tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek praperd@dERMA ini menunjukkan kepatuhan
Mahkamah Agung dalam menjalankan putusan Mahkanoaistiusi.

Pastinya isi materi PERMA, khususnya mengenai Oyakeradilan, sesuai dengan
Putusan MK tersebut. Pada Pasal 2 PERMA Nomor 4iTabh16 menyatakan;

(1) Obyek Praperadilan adalah:
a. sah tidaknya penangkapan, penahanan, peramerenyidikan atau
penghentian penuntutan, penetapan tersangka, @enydan penggeledahan.
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi @es® yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohomdantg tidak sahnya penetapan
tersangka hanya memiliki aspek formil, yaitu apaalmg sedikit 2 (dua) alat bukti
(3) Putusan Praperadilan terhadap permohonatanig tidak sahnya penetapan
tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidikkumenetapkan yang
bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memeaairty sedikit dua alat bukti
sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Hal ini menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat (2) PERMAbio4 Tahun 2016 ini seolah memberi
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keuntungan bagi Penyidik serta jaksa penuntut unketika nilai itu hanya mengangkut aspek
formil saja, maka telah terdapat minimum 2 (dua) &lukti, tanpa menyentuh materi pokok
perkara. Sekarang Penyidik maupun Penuntut Umymatdaenunjukkan berbagai alat bukti
yang bisa dibilang tidak sesuai dengan pokok parlkd@mana hakim tunggal Praperadilan yang
dilarang untuk memberi pertanyaan hubungan antitabakti Praperadilan yang dilarang
untuk memberi pertanyaan hubungan antara alat kyaiig dihadirkan pada persidangan
dengan pokok perkaranya, demi memenuhi yang diskblam frasa minimal 2 (dua) alat bukti

tersebut.

2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Pasca Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2016.
a. Upaya Hukum Menurut Pasal 83 Ayat (2) KUHAP

Menurut KUHAP, dalam permintaan putusan akhir sabagana diatur Pasal 83
ayat (2) KUHAP, maka pada permintaan tersebut dikie ke Pengadilan Tinggi sesuai
peraturan pada acara permohonan banding. Berldajam hal upaya hukum banding
sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (2) KUHARyd@enyidik dan Penuntut Umum
harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi adefelitusan praperadilan. Begitu juga
bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dakart kasasi. Dengan alasan karena
wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalanpepadilan hanya dimaksudkan
sebagai pengawas secara menyeluruh dari pengaditgami dan menghindarkan atas upaya
paksa yang dilakukan Penyidik atau Penuntut Umwadi gada awalnya memungkinkan
masih bisa dilakukan upaya hukum luar biasa.

Namun demikian, tentang upaya hukum luar biasanddPaaperadilan, dalam
KUHAP tidak ada aturan yang tegas, karena haru&eédéasan pada sistem peradilan yang
mengaturnya, dengan demikian hakim wajib memmahanenggali, mencari nilai-nilai
hukum demi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakbpaya tidak sampai ada
kekosongan hukum dengan melakukan penemuan hukugnbgadasarkan undang-undang
yang berlaku.dalam hal keterkaitannya dengan amaslitan sederhana cepat biaya ringan,
maka dalam pemeriksaan Praperadilan yang belumkmapada kasus tesebut, haruslah
tetap berpegang pada asas hukum itu. Dengan hasgp#éidak ada lagi masalah dalam
pemeriksaan Praperadilan, seharusnya selesai pagkatt Pengadilan Negeri saja, agar

tidak berlarut-larut perkaranya.



Namun pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dinyatdskahwa jika dalam suatau
perkara mulai sejak diperiksa oleh Pengadilan Negexmun pemeriksaan mengenai
permintaan kepada Praperadilan jika belum selesaa permintaan praperadilan itu akan
gugur, namun sudah semestinya Mahkamah Agung meargah peraturan yang mengatur
tentang upaya hukum luar biasa terhadap putusasunyaya terdapat ketegasan kepada
suatu perkara. Seperti yang terdapat dalam KUHARvAahukum acara pidana menjadi
sangat berarti karena apabila tidak dilaksanakaakamakan berakibat kacau bahkan
mungkin juga berakibat lepasnya pelaku tindak padeari jeratan hukum, bahkan bisa
memunculkan gugatan hukum yang diarahkan kepadansispenegak hukum. Pasal 83
KUHAP menyatakan bahwa:

(1) terhadap putusan praperadilan dalam hal selagai dimaksud dalam Pasal 79,

Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan bgndi
(2) Dikeculikan dan ketentuan ayat (1)alad putusan praperadilan yang
menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan ggauntutan yang untuk
itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilarggiidalam daerah hukum
yang bersangkutan.
Selanjutnya pada ruang lingkupnya yang termasukopéan praperadilan telah menjadi
bagian dari tugas serta wewenang Pengadilan Negeg tidak boleh ditangani oleh
Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain.

Namun demikian yang perlu di perhatikan, ketikeadaproses acara praperadilan
bukan sebagian dari tugas memeriksa dan memutustcda mengadili perkara tindak
pidana itu sendiri. Sehingga putusan praperaddesebut bukanlah merupakan tugas untuk
menangani suatu tindak pidana pokok yang berupaeamlesa dan memutus perkara tindak
pidana yang berdiri atas sendiri sebagai putushir.dkila putusan praperadilan meskipun
yang menentukan sah tidaknya suatu penghentiandiny atau penuntutan juga bukan
merupakan atau yang dapat digolongkan sebagaigualdir meskipun dapat dimintakan
banding, putusan akhir itu mengenai hal tersebaiyal pada Pengadilan Negeri. Maka dari
itu, apapun putusannya pada Praperadilan adalaf $elrta sangat detail dengan sendiri,
sebab disini hakim hanya mempunyai tugas serta nawgnya sebagai sarana yang
mengawasi secara menyeluruh demi penegakan hukikedodan.

Lembaga Praperadilan inilah yang akan memberi lpgalayang adil terhadap hak-
hak tersangka sebagai landasan sebagaimana pmegdpa hukum, lembaga Praperadilan
yang mengabulkan permohonan Praperadilan untuk langyd. Permohonan bisa

dikabulkan serta juga bisa ditolak, namun jararigk&eadikabulkan permohonannya karena
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pemahaman Hakim yang mendasarkan kepada aturan dakum acara. Pemahaman yang
mendasar termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen gensbut sama sekali tidak
menyeluruh dalam makna lembaga Praperadilan tdrskbtika masuk dalam penilaian
syarat-suarat subyektif, yang mana Penyidik merkéerkesaksian juga sebagai termohon.
Apabila syarat tidak dipenuhi maka lembaga Praparadnempunyai kewenangan untuk
menyatakan, bahwa Penyidik tidak tepat mendapatii-bukti yang dilakukan dalam
penangkapan dan penahanan. Dalam keyakinan hakign s@mata-mata memeriksa dan
memutus perkara berkaitan dengan surat-surat d&ti-dukti penangkapan maupun
penahanan seolah memberi pemikiran yang seakanh ssesuai aturan perundang-
undangan. Namun demikian bahwa lembaga Praperadiéamiliki prinsip keadilan yang
hakiki sebelum perkara pokok dipersidangkan padgaudilan.

Mahkamah Konstitusi kemudian merumuskan bahwa upaglksa termasuk
merampas hak asasi manusia, yang kemudian dilaky&gmengujian serta pertimbangan
secara meninjau dari aspek yuridis, dalam tindakzaya paksa tersebut telah menyalahi
aturan KUHAP, namun dalam permohonannya sebagaichamgksud dalam permohonan
perkara MK Nomor 65/PUU-IX/2011, pemohon mengajukalicial reviewterhadap Pasal
83 KUHAP. Pada pertimbangan, sehingga tidak dapablibnkan pemeriksaan banding
dalam upaya hukum. Kemudian mahkamah konstitusilmensikap pada rumusan Pasal
83 ayat (2) KUHAP yang dalam penjelasannya memkanilhak banding kepada Penyidik
maupun Penuntut Umum, merupakan bentuk diskrimilyasig seharusnya kesamaan
dimata hukum. Sehingga Pasal 83 ayat (2) KUHAP blahkamah Konstitusi bertentangan
dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena tidak ressamakan kedudukan warga negara
didalam hukum dan pemerintahan serta tidak memdoerikepastian hukum yang adil
sebenarnya merupakan bentuk hak konstitusi darkamahh konstitusi terhadap rumusan
praperadilan dalam asas cepat. Pada putusan Mahk&mnatitusi Nomor 65/PUU-1X/2011
maka demi hukum tidak ada lagi upaya hukum apatasytusan Praperadilan tentang sah

tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan.

a. Upaya Hukum Praperadilan Pasca PERM A Nomor 4 Tahun 2016
Upaya hukum setelah masih bisa dilakukan lagi pgadga hukum luar biasa yaitu

Peninjauan kembali, karena dalam proses upajam banding serta kasasi perkara
11



terbanding meskipun telah diputus, tetapi belum peoleh kekuatan hukum tetap. Maka

dari itu guna meninjau kembali perkara yang akauotdis serta demi mendapatkan kekuatan
hukm tetap, diadakan lah proses Peninjauan Kemdakan yang digunakan sebagai dasar
pertimbangan karena belum dapat dipastikan secarik dalam pemeriksaaannya, namun

demikian dalam proses peninjauan kembali digunatasan pertimbangan hukum dalam

menentukan putusan.

Alasan dasar diajukannya upaya hukum peninjauanb&kmPada KUHAP
terhadap putusan Pengadilan yang berkuatan hukiap éelalah setelah perkara diputus
ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan ypada waktu perkara direriksa di
Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan. Adapi melihat pada asasnya, dalam hal
ini lazim ketika putusan yang dimohonkan upaya Inukpeninjauan kembali yang
memperoleh kekuatan hukum tetap, serta Hakim yasrgabgkutan terdapat kekeliruan
yang nyata. Permohonan peninjauan kembali putusakam yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dapat diajukan, apabila potdsdasarkan pada suatu kebohongan
atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui peakga berdasarkan bukti-bukti yang
dinyatakan palsu, serta ditemukan surat-surat byétig besifat mementukan waktu
perkaranya, jika telah dikabulkan suatu hal yangkidituntut atau lebih daripada yang
dituntut, mengenai suatu bagian tuntutan belum tdgupada tingkatannya pengadilan
bertentangan dengan lain, adanya kesalahan yata nya

Peninjauan kembali yang dimintakan kepada Mahkaaging setelah semua
upaya hukum biasa telah tertutup untuk dilakukasa ldimintakan peninjauan kembali
terhadap semua pengadilan negeri, pengadilan ftinggipun Mahkamah Agung. Namun
demikian pula terhadap putusannya dapat diajukaayaupukum Peninjauan kembali,
setelah putusan Mahkamah Agung tesebut telah merapkekuatan hukum tetap. Dalam
hal ini, mempunyai kekuatan hukum tetap beraréhtelibacakan putusan pengadilan. Pada
vonis terhadap terdakwa didepan sidang terbuk&uwmuwm, dan ditandai pula dengan telah
diberitahukannya secara dah putusan pengadilagbtdrkepada terdakwa. Maka pada saat
berjalannya proses pengajuan Peninjauan Kembak,tbehadap putusannya tidak dapat
diajukan lagi apabila putusan pengadilan menyatdiaas \rijspraak) dan lepas dari
segala tuntutarofslag rehts vervolging

Alasan dapat diajukannya suatau upaya hukum Peaimj&embali ketika sudah
ditemukan bukti barunpvun), keadaaan inilah yang menjadi dasar landasankaianya
peninjauan kembali yang mempunyai sifat dan kumlilaenjadi dugaan yang kuat.
Sebagaimana jika keadaan tersebut diketahui isandikaan pada waktu persidangan, bisa
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menjadi alasan untuk menjatuhkan putusan bebasseégdla tuntutan hukum. Ketika
keadaan baru telah diketahui pada waktu persidarggma putusan yang menyatakan
kepada tuntutannya tidak dapat diterima maupun tddpadikan sebagai penerapan
ketentuan pidana tersebut. Secara undang-undakgniednyebutkan yang lebih diutamakan
antara pihak-pihak yang mengajukan peninjauan kenkiaaena peninjauan kembali bukan
hak subtitusi. Pada intinya putusan praperadildratiap upaya hukum peninjauan kembali
dalam perkaranya, karena pemohon mengajukan peamjaembali serta permohonan
terhadap putusan pengadilan yang belum berkekbataurm tetap. Permohonan peninjauan
kembali dinyatakan ditolak ketika Mahkamah Agungpeedapat bahwa permohonan
upaya hukum peninjauan kembali diajukan oleh pemaglang tidak beralasan. Disebabkan
permohonan peninjauan kembali tidak didukung fakt@a keadaan yang merupakan alasan,
maka menjadi dasar permohonan peninjauan kemtegjitubpula disebabkan pada alasan
permohonan peninjauan kembali itulah yang tidaki@ealasan-alasan yang mempunyai
fakta hukum.

Pada putusan yang menyatakan permohonan itu dkabwa peninjauan
kembali, ketika permohonan pada Mahkamah Agung meearxan alasan-alasan
permohonan peninjauan kembali, maka Mahakamah Agkam membatalkan putusan
yang sudah dimohonkan peninjauan kembali, kemudiameriksa dan memutus sendiri
perkaranya. Di dalam KUHAP juga mengatur yang ddggtipa putusan bebas, putusan
lepas dari segala tuntutan hukum, menolak tuntjgksa jika alasan-alasan permohonan
dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dan jika alasampbonan tidak dibenarkan maka
permintaan peninjauan kembali akan ditolak oleh kdatah Agung. Dengan adanya
permintaan banding, segala sesutau tentang pegtaedbut beralih menjadi tanggung jawab
Pengadilan Tinggi khususnya banding. Dalam penalitteenggung jawab tersebut sejak
permintaan banding diajukan serta sepanjang peaamnbanding tersebut tidak dicabut
kembali baik secara bentuk barang bukti, penahgaag beralihpun menjadi tanggung
jawab Peradilan tingkat banding.

Maka adanya akibat hukum yang timbul karena pesaamt banding itu,
menyebabkan hilangnya hak untuk eksekusi putusien,ada permintaan banding pada
putusan yang menjadi tidak bisa diterima. Permohdmanding yang dilekatkan dengan

memori banding tidak bisa menghalangi pemadhks perkara pada tingkat banding.
13
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Meskipun pada pemeriksaan tingkat banding tida&lsdkrikat pada isi memori banding
tersebut, maka berwenanglah untuk yang mengesakgpingermohonannya. Namun
demikian, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Kasigibmor 65/PUU-1X/2011 sudah
menghapus hak banding pada Penyidik maupun Penuntuin sebagaimana dimaksud
dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP sehingga terhadapsput praperadilan tidak dapat dapat
lagi dimintakan upya hukum banding. Kembali lagperti sudah dijelaskan pada PERMA
Nomor 4 Tahun 2016, pada pasal 1 menyebutkan,ysarayang mengatur tentang larangan
pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan adifsn. Terdapat juga sebuah makna
yang berlaku bagi warga negara yang menuntut gagiiakibat kriminalisasi serta kepada
korban yang salah tangkap lewat mekanisme gugatpeadilan yang bilamana ada hal
baru dilakukan rehabilitasi setelah dirinya dinkarakorban kriminalisasi. Pasal 3 PERMA
Nomor 4 tahun 2016:

(1)Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan panar kembali.

(2)Permohonan peninjauan kembali terhadap prapemadiinyatakan dapat
diterima dengan penetapan ketua Pengadilan Negaribdrkas perkara tidak
dikirim ke Mahkamah Agung.

(3)Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimaraksiid pada ayat (1) tidak
dapat diajukan upaya hukum.

Pasal 4 PERMA Nomor 4 tahun 2016:

(1)Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan penggweertinggi terhadap
penyelengaraan peradilan di semua lingkungan paradialam menjalankan
kekuasaan kehakiman, termasuk Praperadilan.

(2)Wewenang Mahkamah Agung dalam menjalankan fupgisawasan terhadap
Praperadilan meliputi:

a. mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hdkiam menjalankan tugas
Praperadilan.

b. meminta keterangan tentang teknis pemeriksagpeRadilan;dan

c. memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yipgndang perlu terhadap
putusan Praperadilan yang meyimpang secara fundalnen

Selanjutnya akan sedikit menarik pada penjelasatasli ketika Hakim memutus

tak lagi bersifat yang memberi rasa aman pada ryang kerap disalahgunakan bisa jadi
secara putusan itu sendiri, karena jika diputusig@gan mengatas namakan institusinya
sehingga menjadi produk hukum dari institusi ittnde, maka memang tidak bisa

dibatalkan. Jadi menghindarkan sikap semena-meda piaktik peradilan, karena dapat
dikenakan sanksi dari Mahkamah Agung selaku penleglkm dengan membawa etia para
mejelisnya.  Akan tetapi berkenaan dengan itu tdéggadi kejanggalan sebagaimana
PERMA tersebut disamakan dengan Undang-undiaigm KUHAP, dalam Pasal 5

PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yakni dinyatakan bahwahahlyang diatur secara khusus
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dalam peraturan ini, tetap diberlakukan ketentuakum acara pidana yang berlaku.
Kemudian, pada Pasal 6 PERMA Nomor 4 Tahun 2016atikan bahwa dengan

berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, SEMA Nomortahun 2014 tentang

pemberlakuan hasil pleno kamar Mahkamah Agung seh@@fdoman pelaksanaan tugas
bagi pengadilan, khususnya mengenai peninjauan derdrhadap putusan Praperadilan
dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukuogliit dan dinyatakan tidak berlaku.
Dan pada Pasal 7 PERMA Nomor 4 tahun 2016 dinyatBleaturan Mahkamah Agung ini

mulai beralaku pada tanggal diundangkan.

Dari PERMA ini terdapat permasalahan tentang laaangaya hukum Peninjauan
Kembali atau PK atas putusan Praperadilan. Berkasd@tasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan
Praperadilan tidak dapat diajukan ke PengadilaggiirPutusan yang hanya dapat diajukan
putusan akhir nya ke Pengadilan Tinggi, bisa dis@ga upaya hukum Banding, yang
diatur pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP, adalah putyaag terkait sah tidaknya penghentian
penyidikan atau penuntutan. Setelah Mahkamah Kasstnengeluarkan Putusan nomor
65/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Pasal 83 @yaKUHAP bertentangan dengan
konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum memgjksehingga dapat suatu kesimpulan
bahwa seluruh putusan Praperadilan itu sudah tdiglat lagi diajukan upaya hukum
banding ke Pengadilan Tinggi.

Mengingat penjelasan sebelumnya, Mahkamah Agunghsotemutuskan bahwa
putusan Praperadilan dapat diajukan Peninjauan Kkndengan alasan bahwa masih
terdapat penyeundupan hukum. Akan tetapi pada ratuma lalu pada kelanjutannya
PERMA ini seolah-olah dianulir bahwa alasannyadped perbedaan penafsiran mengenai
penyelundupan hukum ini. Maka atas ketentuan-kedentersebut, dapat disimpulkan
bahwa putusan Praperadilan tidak dapat diajukaryaupakum lagi. Alasan Mahkamah
Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentlrgngan bagi putusan
praperadilan dilakukan upaya hukum banding, kasasijpun peninjauan kembali. Karena
sudah memenuhi unsur keadilan bagi masyarakatukhya PERMA ketika terjadi ketidak
adilan maka masyarakat akan tetap mencari keaditaka dari itu dibutuhkan kepastian
hukum. Begitu juga Mahkamah Konstitusi secara t@rsarta bersifat final dan mengikat.
Namun demikian, bahwa Mahkamah memiliki tatanaarkinya yang urutannya dari bawah
yaitu Pengadilan tingkat pertama adalah PengadNigeri, kemudian Pengadilan Tinggi
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hingga yang tertinggi yaitu Mahkamah Agung.

Maka dari itu pada masyarkat pencari keadilan mesidapaya hukum bagi mereka
yang merasa tidak puas serta merasa dirugikan miassan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negemudian dapat mengajukan upaya
hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan sampai pianigkat Mahkamah Agung.
Kemudian Pengadilan yang berada di Mahkamah Agargglbut dimaksudkan bilamana
ada kesalahan atas putusan yang dikeluarkan ok liengkat pertama dapat dikoreksi
oleh pengadilan yang lebih tinggi pada proses upakam. Mahkamah Agung menyatakan
melarang putusan Praperadilan dilakukan upaya huyjamng merupakan suatu tindakan
yang membatasi upaya hukum tersebut. Kemudian nréegdean langkah Mahkamah
Agung yang mencoba menjadikan putusan yang adawdattnya akan jadi suatu putusan
yang sifatnya berakhir dan mengikat seperti putddahkamah Konstitusi. Tapi tetap pada
konsekuensinya bahwa Praperadilan dilakukan olekimhaunggal. Memungkinkan
kesalahan yang dilakukan oleh hakim bisa sajadiel{arena tidak ada hakim anggota yang
membantu memeriksa, megadili, serta memutus obyakpgradilan. Bahkan dalam
beberapa kesalahan yang biasa salah satunya didehgan istilaherror in person
Praperadilan adalah suatu hal yang wajar dan takaail yang harus ditakuti selama proses
penyidikan ketika ada upaya paksa yang dilakukataesdirkan kepada aturan dalam
KUHAP. Tidak semuanya praperadilan itu dimenanghi@h tersangka yang mana adalah
pihak yang mengajukan. Melalui proses persidangaland pemeriksaan Praperadilan
pastinya akan ada pertimbangan berdasarkan faktarhu

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Akibat hukum terhadap obyek Praperadilan Pascantikrya PERMA Nomor 4
tahun 2016, telah ditemukan kaidah hukum baru, balpenetapan tersangka, penyitaan dan
penggeledahan” juga termasuk sebagai obyek Prajaera8elaras dengan perluasan Obyek
Praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi N&a@PUU-XI1/2014. Ditentukannya
tidak ada upaya hukum kembali atas putusan prajenrakbagaimana diatur dalam PERMA
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kenfutusan Praperadilan, pada

dasarnya untuk menghindarkan persidangan Prapamagihg berlarut-larut.

2. Saran

Dengan demikian rekomendasi yang ditawarkan adedddat hukum terhadap obyek
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Praperadilan pasca PERMA No 4 tahun 2016, inilatgy@arus menjadi dasar hukum dalam
menetapkan status tersangka pada sesorang, kaegandaturan yang berkepastian hukum.
Maka dari itu dengan adanya peraturan yang finalndangikat pada proses Praperadilan akan
menjadi jaminan keadilan bagi para pencari keadfatain itu upaya hukum terhadap Putusan
Praperadilan tentang larangan Peninjauan KembailsBao Praperadilan, dengan adanya aturan
ini maka kedepan yang harus menjadi dasar hukunmhpiaperadilan, agar tidak berlarut-

larut upaya hukum dalam pemeriksaan praperadilan.
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